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PUTUSAN
Nomor 177/Pdt.G/2022/PA.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, NIK 3371016206810010, umur 41 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Selatan,
Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini
memberikan  kuasa khusus kepada NAMA KUASA
PENGGUGAT Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor "BG
& Partner" Advocate and Legal Consultant, Mungkidan Rt/Rw
03/04, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten
Magelang, Propinsi Jawa Tengah 56172, dalam hal ini
menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email :
gunawankail8@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus
tanggal 29 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam Register
Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang Nomor
90/KH/1X/2022/PA.Mgl tanggal 12 September 2022, sebagai
Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, NIK 3371011811830006, umur 38 tahun, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman
di Paten Jurang, RT. 003 RW. 017, XXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Namun saat ini dalam
tahanan LAPAS XXXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah,

Kota Magelang, sebagai Tergugat;
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Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 September 2022
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Magelang dengan Nomor 177/Pdt.G/2022/PA.Mgl, tanggal
12 September 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggguat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 19 Mei 2015 di hadapan dan di bawah pengawasan
Pegawai Pencatat Nikah, KUA Kecamatan Magelang Selatan, Kota
Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:
0162/025/V/2015 tertanggal 19 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Dibuktikan dengan Asli
Akta Nikah.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orangtua Penggugat di Karang Lor, Rt 005 Rw 013,
Rejowinangun Selatan, Kota Magelang.

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) dan belum
dikaruniai anak.

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekiranya tahun 2019,
dikarenkan Tergugat terkait dengan kasus Narkoba yang menyebabkan
Tergugat dikenakan hukuman penjara sampai dengan saat ini.

5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah
tidak bisa mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat.

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk
sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga
lebih baik diputuskan karena perceraian.
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7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian
Penggugat terhadap Tergugat atas dasar perbuatan melanggar hukum
dengan hukuman penjara, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (c)
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan.

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Magelang cg. Hakim Tunggal yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

2. Memohon izin kepada Tergugat NAMA TERGUGAT untuk menjatuhkan talak
satu raji terhadap Penggugat NAMA PENGGUGAT di depan sidang
Pengadilan Agama Magelang setelah mempuyai keputusan tetap;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. SUBSIDAIR: Atau apabila
Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex
aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus
kepada NAMA KUASA PENGGUGAT Advokat dan Penasehat Hukum yang
mengambil domisili di Kantor "BG & Partner" Advocate and Legal Consultant,
Mungkidan Rt/Rw 03/04, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten
Magelang, Propinsi Jawa Tengah 56172, dalam hal ini menggunakan alamat
domisili elektronik dengan alamat email : gunawankail8@gmail.com
berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2022 yang telah didaftar
dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang Nomor
90/KH/1X/2022/PA.Mgl tanggal 12 September 2022;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa surat Kuasa Penggugat
tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)
yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
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wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 177/Pdt.G/2022/PA.Mgl tanggal 14 September 2022 dan
21 September 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalili gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3371016206810010 Tanggal 30
Agustus 2011 atas nama Wahyu Ariantanti dikeluarkan oleh Pemerintah
Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0162/025/V/2015 Tanggal
19 Mei 2015 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Magelang Selatan, Kota
Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf
Hakim;

3. Asli  Download Putusan dari Direktori Putusan Nomor
19/Pid.Sus./2019/PN.Mgg. Tanggal 28 Mei 2019. Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen kemudian diberi kode
bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti
apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada
gugatannya serta mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa
Khusus Penggugat tertanggal 29 Agustus 2022, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang Nomor 90/KH/I1X/2022/PA.Mgl
tanggal 12 September 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123
HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat
Kuasa Khusus, dan Hakim Tunggal telah pula memeriksa Kartu Tanda
Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan
Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
oleh karena itu Hakim Tunggal harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat
merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Hakim Tunggal
dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk
beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir
sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak
hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya
Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat
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diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa Tergugat telah divonis dengan hukuman penjara selama 5
(lima) tahun sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 sebagaimana
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut merupakan akta
autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, demikian
pula telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti-bukti tersebut
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en
bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa
Penggugat merupakan warga negara Indonesia yang beralamat di wilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Magelang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal
63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya
tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal
132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang
untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa

Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Mei 2015,
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sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami

istri sah, menikah pada tanggal 19 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan

pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa
Tergugat (NAMA TERGUGAT) telah dijatuhi hukuman pidana penjara sejak
tanggal 28 Mei 2019, selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila
pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3
(tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung
bukti tertulis, Hakim Tunggal menemukan fakta—fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sabh;

2. Bahwa sejak tanggal 28 Mei 2019, Tergugat dihukum penjara berdasarkan
vonis Pengadilan Negeri Magelang dengan hukuman penjara selama 5
(ima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)
bulan;

3. Bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha menasehati
Penggugat agar sabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan
Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai
dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perceraian, Pengadilan hanya
dapat mengabulkan gugatan a quo apabila telah terdapat cukup alasan
sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Tergugat saat ini
dihukum pidana dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam)
bulan sejak tanggal 28 Mei 2019, dan atas hal tersebut Penggugat mengajukan
gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan
Penggugat telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat
sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan
permintaan Pengggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT)
terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp305.000,00 ( tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, oleh
Septianah, S.H.l., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut
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dengan didampingi oleh Umi Khoiriyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Septianah, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti

Umi Khoiriyah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 160.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000.00
Jumlah Rp. 305.000,00
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